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RINGKASAN 

Muhammad Raffi Alhaidar, Juni 2026. Efektivitas Peraturan Daerah Kota 

Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum. Skripsi Program 

Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 

Banjarmasin. 

Penelitian ini mengkaji mengenai pemenuhan hak konstitusional warga negara 

terhadap bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat tidak mampu di Kota 

Banjarbaru. Keadilan merupakan pilar fundamental dalam negara hukum 

(rechtsstaat), di mana prinsip equality before the law menuntut perlakuan yang 

setara tanpa memandang status ekonomi. Namun, realitas empiris menunjukkan 

adanya kesenjangan (gap) antara das Sollen (apa yang seharusnya) dan das Sein 

(apa yang terjadi di lapangan). Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 

telah menjadi payung hukum nasional, masyarakat miskin di daerah masih 

menghadapi hambatan struktural, finansial, dan geografis dalam mengakses 

pembelaan hukum. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa jaminan hukum di atas 

kertas tidak serta merta menjelma menjadi keadilan distributif di ruang sosiologis 

masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengukur sejauh mana 

kehadiran regulasi tingkat daerah mampu memperkecil jarak eksklusi hukum 

tersebut bagi kelompok marginal. 

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Kota 

Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum. Permasalahan hukum 

yang diangkat meliputi, Apakah regulasi tersebut telah mampu memberikan 

jaminan akses keadilan yang rill bagi masyarakat miskin di tengah keterbatasan 

ekonomi mereka?, dan Bagaimana mekanisme implementasi dan kendala yang 

dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan pemberian bantuan 

hukum tersebut? Melalui dua perumusan masalah ini, derajat efektivitas Perda diuji 

tidak sekadar dari sudut pandang pemenuhan administratif, melainkan secara kritis 

dibedah melalui operasionalisasi lembaga pelaksana teknis pro bono di lapangan, 

yakni LBH POSBAKUMADIN Banjarbaru, guna memetakan keandalan 

perlindungan hukum hak asasi manusia secara riil. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris/sosiologis untuk melihat 

bagaimana norma hukum beroperasi dalam masyarakat. Hasil kajian awal 

menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada rendahnya literasi hukum 

masyarakat (legal awareness), keterbatasan alokasi anggaran daerah, serta distribusi 

Lembaga Pemberi Bantuan Hukum (LBH) yang belum merata hingga ke wilayah 

marginal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yuridis bagi 

Pemerintah Kota Banjarbaru guna optimalisasi pelayanan bantuan hukum yang 

berkualitas, akuntabel, dan tepat sasaran demi terwujudnya keadilan sosial bagi 

seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan analisis komparatif-kritis yang dilakukan, 

efektivitas bantuan hukum di lapangan terbentur oleh tiga faktor determinan. Secara 

struktural-finansial, alokasi dana dibatasi secara kaku oleh restriksi pagu anggaran 

yang hanya mengakomodasi 11 perkara litigasi per periode anggaran, memicu 



 

viii 
 

disinsentif bagi advokat dan paralegal. Secara substansial-birokrasi, ketentuan 

Pasal 15 Perda No. 8/2021 mewajibkan persyaratan berlapis berupa SKTM dari 

Lurah yang berpotensi menimbulkan red tape dan eksklusi sosial. Secara kultural, 

sosialisasi makro yang dilaksanakan oleh Pemkot (seperti di Kecamatan Banjarbaru 

Utara tahun 2022 dan Liang Anggang tahun 2023) masih bersifat intermiten, 

sehingga memicu tingginya legal ignorance dan stigma ketakutan kultural di tengah 

masyarakat rentan. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini secara komprehensif bertujuan untuk menganalisis efektivitas 

implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 dalam 

kerangka penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sekaligus 

mengidentifikasi berbagai hambatan struktural maupun substansial yang 

mengejawantah dalam pelaksanaannya di lapangan. Lebih lanjut, studi ini 

diarahkan untuk membedah standarisasi kriteria inklusi guna menentukan 

kualifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan hukum (legal standing), 

serta melakukan evaluasi terhadap beban rasio perkara tahunan dan implikasi 

hukum yang dihasilkan bagi para penerima manfaat layanan pada Lembaga 

Bantuan Hukum di Kota Banjarbaru. Menggunakan metode penelitian yuridis 

empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, data dikumpulkan melalui studi 

dokumen serta wawancara mendalam bersama Bagian Hukum Setdako Banjarbaru 

dan LBH POSBAKUMADIN Banjarbaru. Hasil penelitian menyingkap bahwa 

implementasi regulasi perlindungan hak asasi manusia ini belum berjalan optimal 

demi pemenuhan keadilan substantif. Hambatan krusial mencakup restriksi 

finansial berupa pembatasan kaku pagu anggaran penanganan perkara litigasi 

daerah yang dipatok hanya untuk 11 kasus, rigiditas prosedural administrasi 

penyerahan SKTM Pasal 15 Perda yang memicu red tape, serta keterbatasan 

jangkauan sosialisasi kewilayahan Pemkot di aula kecamatan yang bersifat 

intermiten sehingga melanggengkan legal ignorance. Disimpulkan bahwa sistem 

bantuan hukum lokal rentan lumpuh menjadi macan kertas jika reformasi 

penganggaran murni berbasis kebutuhan masyarakat dan pelonggaran birokrasi 

penyerahan berkas darurat tidak segera diakomodasi melalui kebijakan hukum 

progresif. 

 

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Kota Banjarbaru, Bantuan Hukum. 
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